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ABSTRAK
UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MELAKUKAN
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF
(Studi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Samarinda Ulu
Kota Samarinda)

	Wakaf merupakan merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial di dalam agama Islam. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah wakaf perlu dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sangatlah penting dalam pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah dikemudian hari.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ulu dalam melakukan pendaftaran tanah wakaf dan Upaya KUA Kecamatan Samarinda Ulu dalam mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan dengan responden yaitu Kepala KUA Kecamatan Samarinda Ulu sebagai PPAIW, Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Ketua Pengadilan Agama Kota Samarinda, Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Samarinda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Samarinda Ulu sebagian besar tanahnya sudah bersertipikat dan terdaftar pada Kantor Pertanahan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari KUA sebagai PPAIW dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah wakaf sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran dari KUA hanya sampai pada pembuatan AIW dan mengurus kelengkapan administrasi saja sedangkan untuk pengajuan ke Kantor Pertanahan dilakukan secara kolektif oleh Kantor Kementerian Agama. Sengketa tanah wakaf yang terjadi disebabkan karena ketidaktahuan dari ahli waris tentang adanya perwakafan yang terjadi. Sehingga setelah wakif meninggal ahli waris mempermasalahkan status dari tanah tersebut. Peran KUA sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa wakaf terbatas untuk sengketa yang diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat yang tidak ditindak lanjuti dengan gugatan di Pengadilan Agama. 











THE EFFORTS OF THE RELIGION AFFAIR OFFICE (KUA) IN PERFORMING 
WAKAF LAND REGISTRATION
(Case Study at the Religion Affair Office (KUA) in the Sub District of Samarinda Ulu, Samarinda City)

	Wakaf is one of worships having social dimension in Islamic religion. The practice of wakaf in people’s life do not completely run orderly and efficiently so that, in some cases, the asset of wakaf was not properly maintained. The implementation of wakaf land registration is necessary to do in providing legal assurance. In this case, the role of the Religion Affair Office of Sub Districts as the Maker Official of Ikrar Wakaf Certificate (PPAIW) is very important in performing the certification of wakaf land to prevent the land dispute in the future.
	The research aims to recognize the role of The Religion Affair Office (KUA) in the Sub District of Samarinda Ulu in conducting wakaf land registration and the efforts of KUA in the Sub District of Samarinda Ulu to preventt the occurrence in settling wakaf land dispute.
	This research applied the approach method of juridical empiric. The research specification used in this research was descriptive analytical. The primary data was obtained by doing the field research and the secondary data was obtained by the library study with the respondent of the Head of KUA in the Sub District of Samarinda Ulu as PPAIW, the Head of Land Office in Samarinda City, the Head of Religion Court in Samarinda City, and the Head of Zakat and Wakaf Section of the Religion Ministry in Samarinda City.
	The research results show that in the Sub District of Samarinda Ulu, most of the lands had been certified and registered in the Land Office. It shows that the role of KUA as PPAIW in performing wakaf land registration had been done according to the prevailing laws. The roles of KUA were only in making AIW and arranging for the completeness of administration, whereas for the submission to the Land Office was performed collectively by the Ministry of Religion. The dispute of wakaf land occurred because the inheritor did not know well on the wakaf matter occurred. Therefore, after the wakif died, the inheritor disputed the status of the land. The role of KUA as the mediator in the settlement of wakaf dispute was limited to the dispute settled in reconciliation which was not followed up by the suit in the Religion Court.
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